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Bahas Kerugian Negara

Baleg Minta Pendapat Tiga Pakar Hukum

BADAN Legislast (Baleg) DPR
bukal merevist Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 199 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupst (UU Tipikor). Langkah
i dilakukan usar keluamya Pu-
{usan Mahkamah Konsttusi (MK)
Nomor 28/PUU-XXIV/2026
terkait kewenangan penghitungan
dan penetapan Kerugran negare.
Ketua Baleg DPR Bob Hasan
mengatakan, saat i muneul po-
tensi benturan di lapangan akibat
multtafsir dan regulast intemal
lembaga penegak hukum. Salah
salunya lewat Surat Edaran Ke-

Jaksaan Agung (SE Kejagung)

vang membuka ruang bagt ba-
nyak lembaga untuk menghitung
Kerugian negara.

Aturan mternal mi dinikar me-
micu perdebatan karena seo-
|3h membolehkan lembaga non
negard untuk menghitung mil
kerugtan negara. Padahal, merujuk
pada penjelasin Pasal 603 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) yang baru, wewenang
mutlak untuk menetapkan keru-
ian negara adalah institust resm
negara adilah Badim Pemenksa
Keuangan (BPK).

Demi membedah dualisme
penalsiran antara Pasal 2 dan 3
dalam UU Tiptkor dengan Pasal
603 dan 604 KUHP Baru, Baleg
DPR menghadirkan sejumlah
pakar hukum. "Jadi tdak bole
menumbulkan mulutafsir Harus ada
epastian hukum," legas Bob dalam
keterangzannya, Semun (18/52026).

Mereka yang dimintar pen-
dapat adalah Guru Besar Hu-
kum Unpad, Bandung, Roml:
Atmasasmita, manian Wakil
Ketva Komisi Pemberantasan
Korupst (KPK) Amin Sunar-
yah, dan praktist hukum Firmin
Wijaya. Bob menyakint, kombi-
nast kepakaran ketiga tokoh int
akan membertkan analists yang
komprehensif bagi Baleg DPR
dalam merumuskan rekomendasi
harmonisast regulast atau revist
(erbatas terhadap UU Tipikor.

Selam 1w, permikiran mereka

Juga sangat krustal untk me-
rumuskan formula ideal dalam
proses pembukfian di persidangan
agar tidak memicu [enomena
krminahisast terhadap kesalahan
admmistrast atau kebuntuan pe-
ngambilan keputusan di kalangan
birckrast. *Pernbahasan dilakukan
untuk mengharmonisasi aturan
antara UU Tipikor dan KUHP agar
tidak memmbulkan multitafsir
dalam penanganan perkara ko-
rupst,"ucap politkkus Genndraini
Menurut Bob. pembahasan 1
menjadi penting setelah muneul
Putusin MK Nomor 2§ yang
menegaskan Ok boleh ada -
fifafsir-mengenal.lembaga yang
berwenang menghiung kerugian
negara, "Ketentum ditam Undang-
Undimg BPK uga masthmenyebut
BPK sebagai satu-saunya lembaga
yang berwenang menetapkan ken-
giannegara berdasarkan perbuatan
melawan hukum,” imbubh dia
Sementara, Gury Besar [lmu
Hukum Unpad Roml1 Atmas-
asmila mengatakan, saal int ada
perdebatan mengenai ik yang

berwenang untuk menghitung
keuangan negara karena jaksa
hingga hakim pun bisa menghi-
tung kerugian negara. Padahal
seharusnya hanya ada satu piak
yangz berwenang unfuk hal itu se-
hingga perdebatannya bisaselesal
Romlt menegaskan, berdasar-
kan Undang-Undang Dasar
(UUD) 1943, BPK merupakan
fembiaga satu-satunya yang bisa
melakukan penghitungan. Tapi
saat 1ni. muncul berbagan tafsir
dan juga alasan teknis berkaitan
dengan ketidakmampuan lem-
baga pemeriksa keuangan ilu.
"Jadh, BPK seharusnya memmta
DPR untuk memperkuat lembag-
mya demi membantu mengaudit
kerugrannegara bahkan mencegh
konupst," Kata Roml di Gedung
DPR, Jakarta, Senin (18/5:2026),
Polemik tersebut tambah
Roml1, membuat UU Tipikor
semakin tidak karuan karena ba-
myak birokrasi vang takut untuk
mengambil keputusan. Hal itu
mengac pada masalah hukum
yang menjeral mantan Menten

Pendidikan dan Kebudayaan
(Mendikbud) Nadiem Makanm
danmantan Menten Perdagangan
(Mendag) Thomas Lembong.

Karena itu, lamengusulkan agar
DPR seperamerevist UU Tiptkor
emi memperbaiki polemik aturan
kerugtan negara. Revist tersebut
termasuk meratifikasi United Na-
tions Convention against Comup-
tion (UNCAC) Pasal 3. Tuuannya
agar tidak ada lagn perdebatan
mengenat prhak yang bisa meng-
hitung kerugean negara.

"D UNCAC ada pencegahan
Korupsi, kerja sama intemasional
untuk pengembalian aset, ilu
lebth penting. Daripada ngejar
pejabal negara yang sebetulnya

Juga buta hukum," tutupnya.

Diketahus, Pasal 3 UNCAC me-
ngaturlentang ruang imgkup pene-
rapan konvens, Pasal i menetap-
kanbahwa konvens! berlaku untuk
pencegahan, penyelidikan, dan
penuntutan tindak pidana Korupsi,
serta untuk pembekuen, penyian,
dan pengembalian aset dan hasi
tindak picana konupss m e
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